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TAHUMAN DAERATI

BUPATI MUARA ENIM

bahwa dalam rangks penyelenggaraan pemerintahan daerzh disusun
perencanaan pembangunan daerah vang merupakan satu kesatuan yang
utub dlengan  sislem perencanaan pembangunan  nasional  serla
pembangunan Provins Sumatera Selatan,

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomeor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasionzgl,  perencanaan
pembangunan terdirl dari perencanaan pembangunan jangka panjang,
perencanaan  pembangunan  jangka  menengabh  dan  perencanaan
pembanzunan tahunan;

bahwa dalam rangka tenib administrasi perencanaan pembangunan
tabunar daerah Kazbupaten Muzra Emim, dipandang perfu adanyva
pedoman vang akan dijadikan acuan bagi satuan Kerja peranghat
dacrah dalam menyusun rencana pembangunan tahunan daerah,

bahwa atas dasar pertimbanzan sebagzaimana dimaksud pada burul a,
huruf b dan hural ¢ tersebut di atas, perle disusun tate cara penyusunan
perencznaan pembangunan tahunan daerah vanz ditetapkan dengan
Peraturan Bupali.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran MNegara
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13211

Undang-undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor 47,
lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-undang Nemor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republbk Tndonesia Tabur 2004 Nomer 3.
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 43551,
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Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 temang Pemenkssan
Pengelolaan dan Tanggung -Jawab Keuangan Negars (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor d4040),

Undang-undang Namar 25 Tahun 2004 temang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 344215

Undang-undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
Sebagaimana tefah beberapz kali diubah terakhic dengan Lindang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namor 4844 )

Undang-undang  Nomor 33 Tahun 2004 testang  Perimbangan
Keuanzan anlara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerimaban Dacral
( Lembaran Negara Republik Tndonesta Tahun 2004 Nomor 12a,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 temtany Pajak Daerab dan
Reiribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
e,

Peraturan Pemerintab Nomor 36 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tabun 2005
omor 138, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor
45761, Schagaimana lefah divbah dengan Peraturan Pemerintal Momor
63 Tahun 2010 (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomar 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
51a5):

Peraturan Pemerintgh Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangzan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor 4378);

Peraluran Pemerintah Momor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Newgara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomar %9 Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Mormor 47411

7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2008 tensang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2008 Nomer 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 45177,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 13 Tabun 2006 tentany
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehasaimana diubab terakhic
1

dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 (Berna MNesara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomar 301,



14 Peraturan Dacrah Kabupaien Muoarz Enimt Nomor 8 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan langka Pamjang Daerah Kabupaten
Musra Emim Tabien 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008

Nomor 7 Sen EX:

15 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemeriniahan vang menjadi Kewenangan Pemerintah
kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2005 Momaor S)

16 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah | Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tabum 2008 Nomor 123

| 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomer 25 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
sMuara Fnim Tahun 2008-2013 {Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor
| Seri E)

1% Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2810
tentang Pajak Daerah (Lembaran Dagrah Tahun 2010 Nomor 1.

|9 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomer & Tabun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum  (Lembaran Daerah Tabun 2011
MNomor 1%

20 Perateran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahen 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha {Lembaran Daeral Tahun 2011
Momor 20

21 Peraturzn Daerah Kabupaten Muara Enim Momor § Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu {Lembaran Daerah Tahun 2011
Momor 3k

MEMUTUS KA N

Menctapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAHR

BAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Perataran Bupab im yang dimaksud dengan:
| Daerah adalah Kabupaten Muara Emm,
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim:

3 Kepala Daerah adalah Bupati Muara Emm,

4 Dewsn Perwakilan Rakyat Daerab, selanjutnva disebul DPRD adalah DFRD Kabupaten
Muara Enim:
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerzh, selanjuinva disebut Bappeda Kabupaten
Muarza Enim;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan
KEIj'i Pengelola Kenangan Daerah vang selanjutnya disingkar dengan Kepala SKPKD.
vaitu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kevangan dan Aset Dacrah (FPRAD)
Kabupatess Muara Enim, vang mempunyal tugas melaksanakan pengelolazn APBD dan
bertindak sebaga Bendahara Umum Dacrih,

Tim Angearan Pemerintah Dacrah, selanjutnva disebut TAPD adalab tim penyusunan
RAPBD vang diketyai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjuinya disebur APBI adalah rencana
keuangan tshunan pemerintahan daerah vang dibahas dan disetujun bersama aleh
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakvat Dacrzh dan ditetapkan dengan
peraiuran dacrah,

Rencana Stratecis Daerah, selanjuinya disebut Renstrada adalah dokumen perencanaan
daerah untuk penade 3 (lima}) tahun,

Rencana Kerja Pemerintah Daerab, selanjutnva disebuet RKPLD zdalab  dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. vang merupakan penjzbaran dar
Renstrada vang mengacy kepada RKP dan RKPD Provins: Sumaterz Selatan.

Kebijakan Umum Anggarsan Pendapatan dan Befanja Daerah, selanjutnya disebut KLTA
APBD adalab kebijakan umum APBD untuk periode | (satu) tabun, vang merupakan
hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerzh dan DPRD dengan mengacy
kepada RKPD dan pokok-pokok pikiran DPRD, sebaga: bahan penyusunan Rancangan
APBD:

Pricritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalsh
program prioritas dan patokan batas maksimal angzaran yang diberikan kepada SKPD
untuk senap program sebagai acvan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Musvawarah Perencanaan Pembangunan, selanjulnya disebut Musrenbang adalzh forum

musyawarall untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang
rancanean rencana kerja pemerintal daerah {RKPD) yang menitikberatkan pada
pembahasan sinkronisasi rencana kegiatan antar-SKPD dalam rangka pencapaian tujuan
pernbangunan daerah;

Satuan Kerja PETH‘I"LN Taaerah, -.E|"|_|:'L_;I-|tj'|‘.'.', disebur SKPD adalah satuan |'-.l'..;|H [ |l1'|'--'L.E1'[
daerah di I|=1--Lun|_..,|1 pemerintab daerah, yang terdiri dari Sekretarial Daerah, Sekretarial
DPERD. Dinas, Badan, Kantor, Rumak Sakit Dacrah, Kecamatan dan Kelurahan,

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerab, selanjutnya disebut SKPKID adalzh perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku penggzuna anggaran/pengguna barang, yang jugs
melaksznakan pengelolaan keuangan daerah, dalam hal mi Dinas PPRAD Kabupaten
Musra Erum,

-Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjulnya disebut Renstra SKPD

adafah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tabun, memuat visi, mist,
tujuan, strateai, Kebijakan, program dan kematan pembangunan vang disusun sesus
denoan tugas dan fungst SKPD serta herpedoman kepada Renstrada:

Rencana Kerja Satuan Kerja Peranghkat Dacrab, selanjutnya disebut Renja SKPD adalah

dokumen perencansan SKPD uniuk periode | (satw) tabum, yang disusun dengan
berpedoman  kepada Renstra SKPD, memuat kebijakan, program  dan kegiatan
pembangunan baik vang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daergh mavpun vang
ditempub dengan mendorong partisipasi masyarakat,

Rencana Keria dan Angearan Satuan Kerja Pevangkal Daerah, selanjutnya disebut RKA-

SKPD adalah rencana kerja dan angparan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah dengan mengacu k:_,pdih! Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan
plafon anggaran yang lelah ditetapkan. sebagai bahan penvusunan Rancangan APBD:



(1}

()

i1}

o=

= e

Dokumen Pelaksanssa Angeeren Semusn Kerjz Peranghzt Decrzh, selanjutnva disebut
DPA-SKPD adaizh dokumen pelakzanzan APBD vang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati vang menjadi dasar bag setiap SKPD unmuk menggunakan dan mengelola dana

APBD dalam melaksamaksn program  dan kegiatan yang menjadi tugas dan

Lewenanzannya sebagammana vang tercantum dalam APBID.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan vang berisi satu atau lebih kegiatan vang
dilabsanakan oleh SKPD atan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintsh Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokas
ANZEaran;

Kegiatan adalah bagian dari program vang dilaksanakan oleh satu atas beherapa SKPD
sehagal bagian dari pencapaian sasaran vang terukur pada sualu program dan terchrt dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik vang berupa personil { sumberdaya
manusia), barang modal termasuk peralatan <dan teknologl, dana atau kombinasi dari
beberapasemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (outpe) dalam bentuk barangjasa

BAB I
TUJUAN

Pasal 2

Perencanazn pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh,
dan tangeap terhadap perubzhan.

Sistern perencanaan pembangunan daerah ertujuan untuk:

i
(4]

menidukung koordinasi antar pelaku pembangunan:

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergn, baik antar wilavah, antar-ruang.
antar waktu, maupun antar fungsi pemerintaban;

menjamin keterkaitan dan konsistensi amara perencanaan, penganggasan, pelaksanaa,
penzawasan dan pengendalian,

mengaplimalkan partisipas masyarakat,

menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efeknf, berkeadilan, dan
berkelanjutan.

BAB 111
RUANG LINGKUP PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

Pasul 3

Perencanaan pembangunan tahunan daerzh mencakup penvelenggaraan makro semua
Fumgsi alau bidang pemerintahan yang meliputi semua bidang kelidupan secara terpadu
dalam wilavah dacrah

Perencanaan pembangunan tahunan daerah merupakan rencana pembangunan daerah vang
disusun secara terpadu setiap tahun oleh seluruh SKPD sesual dengan kewenangan, tugas
pokok dan fungsinya.

Perencanaan pembangunan tahunan daerah menghasilkan
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Renja-SkPL;

REPD:

KLUA;

PPAS,

RKA-SKPD,

RAPBD:

Dokumen Penjabaran APBD:
DPA-SKPL)



(4) Ruans Inosen DETCRCINSEN POMmOANTUNAR [2ANNEN dasfan meliputi semua keglatan
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nembangunzn vame dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat yang pendanaanmya
n APBD Kazbupaten, APBD Provinsi Sumartera Selatan, APBN, dan sumber
BAB IV

PENDERKATAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

Pasal 4

Pendekatan perencanasn pembangunan tzhunan daerah mencakup
4 Pendekman politik, merupakan penjabaran agenda-zgenda  pembangunan  berdasarkan
kebijakan Kepala Daerab maupun aspirast masyarakat melahs DPRLY,

b, Pendekatan teknokratik, pendekatan vang menggunakan metode dan kerangka bertikic
ilmiah oleh lembage atau satuan kerja vang secara lungsional bertugas untuk i,

¢ Pendekatan partisipatif. pendekatan vang melibatkan semua pihak berkepentingan terhadap
'|_'."'|.,'!'|'|II_'JEIII':r\,I_E'I'I.El]'II

d  Pendekatan bawah-atas dhotramr mp dan atas-bawah fop downy, vang dilaksanakan menurut
jenjang pemerintahan melalul musyawarah

BAB Y
TAHAPAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

Pasal 5

{1} Tzhapan perencanaan pembangunan lahunan daersh, meliputi:
Penyusunan rencand;

- Penctapan rencamna;

. Pengendalian pelaksansan rencana,

|, Evaluas pelaksanaan rencana.
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{2} Perencanaan pembangunan tahunan daerah, dilakukan melalu kegiatan:
Penyiapan rancangan awal RKPD:

. Penviapan rancangan awal Renja-SkPD;

¢ Musrenbang desa’kelurahan,

L Musrenbang kecamatan,

. Forum SKPDVForum gabungan SKPLY,
Musrenbang RKPD:

g, Penvuesunan Rancangan Akhir Renja-5KP0);

1. Penvusunan Rancangan Akhir REPL:;

Penvusunan Maskah KUA,

Penyisiman PPAS,

Penvusunzn RKA-SKPL,

| Penyuesunan RAPBD;

m. Penvusunan DPA-SKPD,

n Penyusunan Maskah Kebijakan Umum Perubahan AIPBLY

o Penyusunan Prioritas dan Platon Anggaran Perubaban,

n. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD tabhun berjalan,

o
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{3} Keoiptan perencanaan sebagaimana tercantum pada ayat (21 dileksanakan berdasarkan
jadwal vang terinteirasi sestai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.



Puasal 6

Kepala dagrah mengkoordinzsikan perencanaan pemhangunan tahunan dacrah yang dalam
pelaksanaannya dibantu eleh Kepalz Bappeda

BAL VI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Rancanzan Awal RKPT} dan Renja SKPD

Pasal 7

(1) Bappeda menyiapkan rancangan awal RKID tahun anggaran berikutnyva sebaga penjabaran
dari RPIN/Renstrada,

2y SKPD menyviapkan rancangan awal Renja-SKPD sesusi densan kewenangan, twugas pokok
dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal REPL) sebagaimana dimaksud paida
ayat (1} serta berpedoman kepada Renstra SKPDY vang bersanghutan, uniuk selanjuinya
disampaikan ke Bappeda paling lambat pada akhir bulan fanuan  tabun anggaran
sehelumnya

(1} Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD mengeunakan rancangan
Renja-SKPD dengan Kepela SKPD

i4) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ckonomi dacrah, program prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya serta prakiraan mau dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatl baik vang bersumber dari
APRD maupun yang bersumber lainnya.

Bazan Kedua
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Muosrenbang}

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Musrenbang dilakukan dengan tahapan sebagal benkul
2. Musrenbang desa'kelurahan:
b, Musrenbang kecamatan:
. Forum SKPD/Forum gabungan SKPD:
d. Musrenbang REPD

(7} Musrenbang desa/kelurzhan dilaksanakan paling lambat pada bulan Januan tahun anggaran
sebelumnya

(3) Musrenbang kecamatan dilaksangkan paling lambat pada bulan Februari tahun anggarar
sebelumiya

(41 Forum SKPD dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret tabun anggaran sebelumnya.

(3} Musrenbang RKPD  dilaksanakan paling lambat pada bulan  Marel tahun  anggaran
sehelumnya

() Petunjuk pelaksanaan Musrenbang tercantum dalzm lampiran yang tidak terpisahkan dan
Peraluran ini
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Haginn Ketiga
FKancangan Akhir Renja SKPD dan RKPD

Pasal v

SKPDY menvusun rancangan akhir Renja SKPD dan ditetapkan menjadi Rencana Kerja
Tahuran vang telah ditandatangant oleh Kepala SKPD vang bersangkutan. paling lambat
pada bulan April tahun angzaran sebelumnya

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, SKPD wajib mengakomedir seluruh program
dan kegiatan vang akan dilaksanakan dalam 1 {sand) taben angsaran berdasarkan skala
prionitas, bak hasil Musrenbang, hasil reses Anpuota Dewan mauvpun kegiatan-kegiatan
vang sifetnya mendesak dan darurat sesual kebijakan Kepala Daerah

Renja-5KPD sebpgammang dimaksod pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling
lambat pada akhir bulan April tahun anggaran sebelumoya

Dalam Renja-SKPD vang tefah tetapkan, odak dibenarkan menambahkan program dan
kewiatan yang tidak sesus dengan yang dimaksud pada ayat (2)

Pasal 10

Bappeda menyusun rancangan awal REKPID tabun anggaran berikutnyva dengan mensacu
kepada RPIMD serta RKP dan RKPD Provinst Sumatera Selatan pada bulan Januar

Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) memuat rancanean keraneka
ekonomi daerah, priontas pembangunan, kewajiban daerah, rencanz kerja vang terukur dan
pendanaannya.

Bappeda dalam menyusun rancangan gkhir RKPD tabun anggaran berikutnya dengan
mengacy kepada rancangan awal, hasil-hasil Musrenbang RKPD dan Rena-SKPID yang
sudah ditetapkan oleh masing-masing Kepala SKPD, serta mempedomani REKP dan RKPD
Provinsi

Rancangan Akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada avar (3) selanjutnya ditelapkan
memadh RKPD vang ditvangkan dalam Peraturan Bupati, paling lambat pade bulan Mei
tabun anggaran sebelumnya.

REPD sebagaimana dimaksud pada avat (4), menjadi pedoman dalam penyusunan KUA,
PPAS. serta rancangan APBD tahun anggaran berikutnva

Bagian keempat
Kebijakan Tmum APRD dan
Prioritas dan Plafon Ansearan Sementara

Pasal 11

Bappeda memvusun rancangan KUA, PPAS APBD tabun angearan berikutnya dengan
mengacy kKepada rancangan akhe REPD dan Renja-3KPD vang telah ditetapkan, paling
lambat pada bulan Mei tahun angzaran schelumnyva.

Bappeda menvelenozarakan pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD tahun angearan
beritkutnya dengan SKPD, paling lambat pada bulan Mei tahun anggaran sebelumnya

{3) Untuk lebih efeketl dan efisien dalam penvusunan dan pembahasan rancangan KUA dan

PPAS APBD, Bappeda berkoordinasi dengan kepala SKPD dalam menvusun rancangan
RK A-SKPD berdasarkan Renja-SkPD



Pasal 12

(1) Rancanesn KUA dan PPAS APBD vang telah disusun disampatkan oleh Sekretans Daerah

selsky ketua TAPD kepada Kepala Dasrah. untuk selanjuinya disampaikan kepada DPRD,
= lambat pada bulan minggu pertama Juni tahun anggaran sebelumnys

(2) Rancanzan KUA dan PPAS APBD dibahas eleh Badan Anggaran DPRED dan TAPD. untk

selanjutnva disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD, paling lambat mingzu keempat bulan
Juli tahun angearan sebelumnya.

Bagian Kelima
RE A-SKEPD dan Penvusunan Rancangan APBL

Pasal 13

(1) Berdasarkan KUTA dan PPAS yang lelab disepakati. TAPD menyiapkan surat edaran
Kepala Daerah tentang pedoman penvusunan REA-SKPD sebagat acuan kepala S5KPLD
dalam menyusun RKA-SKPD. paling lambat minggu pertama Apustus tahun anggaran
sebelumnva

(2} Sural edaran Kepala Dacrah temang pedoman penyusunan REA-SKPTY mencakup:
4. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkail;
b alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap programkegiatan SKPLY
. batas wakiu penvampaian RKA-SKPD kepada PPRID,
d dokumen sebagal lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja
dan standar satuan harga

Pasal 14

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPD tabun berikutnya dengzan
mengacu kepada surat edaran Kepalz Daerah teniang pedoman penyusunan REA-SKPD, paling
lambat minggu pertama September whun angzaran sebelumnya

Pasal 13

{11 Pada SKPKD disusun REA-SKPL dan RKA-PPRID
(21 REA-SKPD memuat program/kegiatan vang dilaksanakan oleh PPED selaku SKPD

(31 REA-PPRD digunakan untuk menampung:
a Pendapatan vang herasal dan dana perimbangan dan pendapatan hibak,
b, Belanja bunga, befanja subsidi, belanja hikah, belanja sosial, belanja bagi hasil, belanja
bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga,
¢ Penerimaan pemliavaan dan pengelearan pembiavasn dacrah

Pasal 16

(1) REA-SKPD sebagzimana dimaksud pada Pasal 14 disusun secara cermat dan akurat
disesusikan dengan ketentuan, KUA, PPAS, dan dokumen perencanaan lainnya, baik kode
rekening program/Gegiztan dan belanja/plafon, standar analisis belanja, standar satuan harga,
instrumen  pengukuran kinerja (capaian kineria, indikstor kinetja, kelompok sasaran
kegiatan, standar pelayanan minimal) vang dapat dipertanggungjawabkan, provekst magu
pntuk tahun angearan herikutya, dan sinkronisas: progranykegiatan antar RE A-SKPLD.

{23 REA-SKPD vang disahkan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD, untuk ditehti dan
dibahas lebik lanjut oleh TAPD.

(3) Dalam hal hasil penelitian dan pembazhasan RKA-SKPD terdapal  ketidaksesuaian
sebagaimana  dimaksud pada avat (1), kepsla SKPD melakukan penyempurnain
berkoordinasi dengan TAPD



(4} Hasil p—:-n;..;.',_.. dan pembahesen dpadicas bahan penyusunan Rancanean APBD tabunm
aerah tentang APBD dan rancangan
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berikutnys vang terdm 2tss rancancsn PerEnTEnD

kepala daerzh -:r'.:,:-; pemgabaran APBD

Pasal 17

(1} Rancangan APBD disampaikan oleh sekretans daerah selaku ketua TAPD kepada kepala
daerah. selanjutnva discrtai dengan nota kevangan disampaikan kepada DPRD paling lambat
mingeyu perrama Oktober tahun angearan sebelumnva

Rancangan APBD dibahas oleh Pemerintah Daerah dan DPRD vang selanjutnya dituangkan
dalam keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah
tentaniz APBD, paling lambat minsgu pertama Desember tabun anggaran sebelumnya
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Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD wang telgh disetujur bersama DPRD dan Kepala Daerah, diserta dengan
dokumen vang terkait. paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan Kepada Gubernur
Sumatera Selatan untuk dievaluasi.

(4} Apabila gubernur Sumatera Selatan menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan
peraturan daerah tentang APBD dan rancangan persturan kepala daerah tentang penjabaran
APED sudeh sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan vang lebib
tinggi, kepala daerah menctapkan rancangan dimaksud menjads peraturan daerah dan
peraturan kepalz daerah vang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah umuok tahun
vang direncanakan, paling lambal akhir Desember tahun angearan sebelumeya.

(5} Tahapan dan jadwal proses penyusupan APBD tercanium dalam lampiran yang fidak
terpisahkan dari Peraturan ini

Bagian Keenam
DPA-SKPD

Pasal 18

(1) PPED memberitabukan kepada semua kepala SKPL agar menyusun rancangan DPA-S5KTPILY
paling lambat 3 {tiga) hari kerja sctelah peraturan kepala daerah tentang APBLD ditetapkan.

(21 Kepala SKEPD sefaku Pengouna Anggaran menvesun rancangan DPA-SKPD dengan
mengacu kepada APBD vang telah ditctapkan, selanjutnva menyverabkan rancangan DPPA-
SKPD kepada PPKD, paling lambat & (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana
dimeksud pada ayat (1}

(31 TAPD melakukan veritikasi rancangan DPA-SKPD terhadap APBD vang telah ditetapkan
bersama-sama kepala SKPD paling lama 15 {hma belas) han kerja sejzk ditetapkannya
peratiuran Kepala daerah tentang penjabaran APBD

() Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dunaksud pada ayat (3), PPKD mengesabkan
rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daevah, dan menyampaikan DFA-
SKPD vane telah disahkan kepada kepala SKPD paling lambat & (enam) han kerja sejak
tanggal disahkan

Pasal 149

(1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPRD.
i2) DPA-SKPD memuat program‘kesiatan vang dilaksanakan olah PPKD selaku SKPD.

(31 DPA-PPEID chaunakan uniuk menzmpung:
a. Pendapatan vang berazal dari dana perimbangan das pendapatan hibah;
b, Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil, belanja
bantuan keasnwan, dan belana tidak terduga;
¢ Penerimaan pembiavaan dan pengeluaran pembiayvazn daerah
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Pemyusinan Resnesnosn Perpshahan APBD
Pasal 20

Penvusunan Rancanuan Perubahan APBD Tahun Benalan dilakukan sehubunean densan:

a Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD,

b. Keadaan vang menvebabkan hamus dilakukan peroeseran anguaran antar unil organisasi,
antar kegiatan. dan antar jenis belanja;

headaan vang menvebabkan salde anggaran lebih tahun sebelumnya dan harus
digunakan untuk pembiavaan anggaran yang berjalan,

d. Keadaan darurat, dan

e. Keadaan luar baasa
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Penyusunan rancangan peruhahan APBD diikuti dengan penvusunan rancangan perubahan
kebijakan umum APBLY, perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara, perubahan
REA-5KPD, dan perubahan DPA-SKPD.

Penyvusunan rancangan perubahan kebijakan umum APBD tahun berjalan bertwuan wniuk
melaksanakan penvesuman APBD dengan perkembangan dan‘atau perubahan keadaan
mefalui pembahasan antara DPRD dengan Pemerintah Daerak,

Tahapan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBDY tercamiem dalam lampiran vang
tidzk terpisahkan dasi Peraturan i,

BAR VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

asal 21
Pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan
SKPD.
Bappeda menghimpun dan menganalisa hastl pemantacan pelaksanaan pembangenan dan
masing-masing SKPD sesual dengan kewenznzan, rugas pokok, dan lengsinya.

Pasal 22

Repala SKPD melakukan evaleast kinerja pelaksanaan pembangunan SKPR periode
sebelmnya

Bappeda menvusun evaluast rencana program pembangenan daerah berdasarkan hasil
laporan kinega pelaksanaan pembangunan oleh Kepala SKPD

Hasil evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada aval (2} disampatkan kepada Bupati
melzlul Bappeda secara periodik perbulan dan triwulan

Hasil evaluast sebagmimana dimaksud pads avat {3) menjadi bahan bagi penvusunan
rencana pemoangunan iahunan dasrab untuk periode berkutnya.

BAR VI
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN
PERENCANAAN TAHUNAN DAERAH

Pasal 23

Fernbiavaan penvelenggzaraan perencanaan pembangunan tahunan daerah dibebankan kepada
APBD Kabupaten Muara Enim



BABG IX
KETENTUAN PENUTLUP

Pasal 24

Apabila terjadi sesuatu keadaan karena adanya suatu kebijakan danfalan keadsan lamnya yang
menvebabkan pelaksanaan penyusunan perencanaan lahunan daerah tidak sesual dengan
ketentuan dalam Peraturan ini, maka akan dilakukan penyesuaian vang skan ditentukan
s ;

kemudian

Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulas berlaku pada tanzeal diundanghkan

Agar setiap orang dapat mengetaliuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupanh
dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Rabupaten Muara T,

Ditgapkan di Muara FEnim
padd tanzeal J HpUEMBER LU

BLERATL MUARA ENIM

MUZAKIR SALSOHAR
Diundangkan di Muara Enim
pada tanzeal A dove FEEE 200

SEKRETARIS DAERAH
RABUPATEN MUARA ENIM,
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